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Bahwa akan dimulainya pelaksanaan anggaran Tahun
2020 pada Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan,
perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada
lajur 3 daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap
dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki
jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) seperti
tersebut pada lajur 2 daftar lampiran keputusan ini.

bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas
perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republ
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400); '

~

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44338);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan  Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
Penyelenggaran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010, tentang Pengadaan Barang dan di lingkungan
Instansi Pemerintah serta perubahannya;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002,
tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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13.  Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
4502; .

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Muhammad zein Painan Tahun Anggaran 2020;

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran
2020;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan
Pada t ~¢ Januari 2020
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Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.

Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
Pimpinan Kegiatan yang bersangkutan.
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3.
4.

Pertinggal.
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PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UM
(BLUD) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN ANGGARAN 2020

JABATAN DALAM he .
PENGELOLAAN KEGIATAN RBA YANG DIKELOLA
KEUANGAN 5 .

3
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Fefrnanto, S.Kom
Nip. 19860212 201101 1 014

Kasubag. Umum
Kepegawaian dan Diklat

PPTK l. Pemeliharaan mesin cetak blangko

2. penyediaan ATK

w

- Penyediaan bahan bacaan surat kabar koran

4.Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan

)

Pengadaan cetak Rekam Medik

6. Pengadaan linen dan bahan tenun lamnnya

7. Pemeliharaan kendaraan operasional dan ambulance
8. Pemeliharaan mobiler

9. Pengadaan mobiler

10. Penyediaan bahan kearsipan dan kepustakaan

]

Fefr Kaldian, S.Psi, M.Ikom
Nip. 19851011 200902 2 003

Kasubag Perencanaan Dan
Pelaporan

PPTK 1. Pengadaan makan rapat / tamu

2. Pengadaan makan dan minum petugas jaga bulan ramadhan
3. Pengadaan bahan makan pasien

4. Pengadaan bahan bakar minyak dapur

5. Pengadaan asupan gizi petugas jaga pada ruangan khusus
6.Pengadaan peralatan dan perlengkapan dapur

7.Penyusunan dokumen UKL-UPL bangunan ruangan rawatan Paru
8.Penunjang perencanaan dan penganggaran

9. Penunjang dewan pengawas

Afwan, SKM
NIP. 196905111993031003

Ka. Instalasi IPLRS

PPTK . Pemeliharaan gedung pelayanan
2. Pemeliharaan rumah dinas

3. Pemeliharaan lingkungan

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Pengadaan interior ruangan
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Enda Gusnita, SKM

Nip. 19870823 201001 2 023 ~

2

. Penyediaan Materai dan Perangko
. Penyediaan Listrik,Air dan Telepon

Nip. 197608172009022007

2
3.Penunjang penanggulangan bencana dan pemulasaran jenazah

5  |Dewi Mastura Agra, SKM Penyusunan program PPTK 1. Penyelenggraan perjalanan dinas/konsultasi "
Ev. 198504212009022012 anggaran dan pelaporan
| = lr
i wnﬁ.n bkﬁ_. - verifikator Data Laporan PPTK L. Penyediaan Jasa Non PNS dan Tambahan Penghasilun PNS
- by Keuangan 2 lol K 1
Nip. -omﬂmmwmmo_oo_woom . Pengelolaan Keuangan -
7  |Herizal Harpen, S. Kom Ka. Inst IT PPTK I. Pemeliharaan SIMRS RSUD ]
Nip. 197007 152010011004 2. Pengadaan Komputer dan Peralatannya —
. 3. Pemeliharaan Komputer Dan Perangkat
4. Penyediaan Biaya Sewa Rumah Dinas/ o:anba\ﬁoﬂnz
8  |Siska Fitriani Maiyuza, SKM Staf IPLRS PPTK L. Pengadaan Bahan Pembersih dan Alat racané
Nip. 19880525 201001 2 018
9 [Ns. Adex Imelda Syam, S.Kep. MAP Kasi Keperawatan PPTK L. Survey kepuasan
Nip. 19770807 200212 2 003 2. Evaluast akreditasi
3. Diklat medis, paramedis, dan penunjang lainya
4. Diklat petugas struktural dan administrasi
5. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan uonuzﬁn: Rumah sakit
6. Partisipasi perlombaan
10 INs. Zaiyar Efrita,S.Kep.M.Kep Kasi Pelayanan PPTK 1. Jasa pihak ketiga
Nip. 19710221 199503 2 001 2. Penunjang UTDRS
11 |Riri Lovita, S.SiT Staf Pelayanan PPTK 1. Penyediaan ambulan rujukan
Nip. 19800106 200312 2 002 2. Penyediaan insentif dokter, perawat, petugas jaga sore, malam dan insentif dokter referal
|
12 |Henny Devita, Amd.Fis Staf PKRS PPTK 1. Tersedianya pengadaan media promosi dan penanganan keluhan pelanggan i

Partisipasi pameran




PPTK

13 |Yenita Fibrieny, S.Kep - Staf Kasi Penunjang 1. Penyediaan jasa pelayanan
Nip. 196610071992032003
13 |Bay Evor Karmila, S.SiT. MM Kast Penunjang Teknis PPTK 1. Pengadaan obat -obatan
Nip. 19740815 200501 2 010 f
¥
14 |Nurhaini, Amd KL Kepala Scksi Peralatan PPTK 1. Pengelolaan dan pengendalian aset |
Nip. 19651231 198901 2 013 2. Pengadaan alat kesehatan dan alat peraga kese
3. Pengadaan pelayanan gas medis
- 4. Pemeliharaan alat kantor dan perlengkapan kan
5.Pengadaan peralatan kantor
15 |Berman Sagala, AMTE Kepala [PSRS PPTK 1. Pengadaan Lift gedung
Nip. 19820716 200902 2 005 2. Pemeliharaan alat kesehatan dan kalibrasi ‘
3. Penyediaan komponen instalasi listrik dan komp 1 alar penerangan
4. Pemeliharaan gardu listrik v
16 |Zetki Milarino, A.Md.TEM Stal IPSRS PPTK 1. Pengadaan BHP
Nip. 19850711 201101 1 009 J
. _
17 |Erizal, SH, MM Staf IPSRS PPTK 1. Pemeliharaan jaringan listrik dan genset i
Nip. 19630614 198503 1 013




